PRESIDEMN
REPUBLIK INDOMESLA,

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2011
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005
TENTANG KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA

Menimbang :

Mengingat :

a.

b.

1.

DALAM PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dalam rangka percepatan penyediaan infrastruktur melalui
kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mendorong
perluasan pembangunan nasional, dipandang perlu mengubah
Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13
Tahun 2010;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan

Infrastruktur;

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Peraturan ...



Menetapkan :
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REPUBLIK INDOMESLA,

-2 .

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama
Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13
Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 67 TAHUN 2005 TENTANG
KERJASAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005
tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan
Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 13 Tahun 2010, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 ayat (2) diubah dan Pasal 9 ditambah 1 (satu)
ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Berdasarkan hasil identifikasi proyek sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 dan hasil konsultasi publik sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Daerah menetapkan prioritas proyek-proyek yang akan

dikerjasamakan dalam Daftar Prioritas Proyek.

(2) Daftar Prioritas Proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dimasukkan ke dalam Daftar Rencana Proyek Infrastruktur
yang disusun oleh Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
berdasarkan tingkat kesiapannya, dinyatakan terbuka untuk
umum dan disebarluaskan kepada masyarakat.

(3) Proyek- ...
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(3) Proyek-proyek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang

siap ditawarkan, disusun dalam suatu daftar proyek dan
apabila diperlukan, mendapatkan persetujuan prinsip
dukungan dari Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah
dan/atau persetujuan prinsip atas penjaminan dari Badan

Usaha Penjaminan Infrastruktur.

2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai
berikut:

3.

Pasal 10

Badan Usaha dan Badan Hukum Asing dapat mengajukan prakarsa

Proyek Kerjasama Penyediaan Infrastruktur kepada Menteri/

Kepala Lembaga/Kepala Daerah dengan kriteria sebagai berikut:

a.

tidak termasuk dalam rencana induk pada sektor yang
bersangkutan;

terintegrasikan secara teknis dengan rencana induk pada
sektor yang bersangkutan;

layak secara ekonomi dan finansial; dan

tidak memerlukan Dukungan Pemerintah yang berupa

kontribusi fiskal dalam bentuk finansial.

Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 11

(1) Proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing

wajib dilengkapi dengan:
a. studi kelayakan;

b. rencana bentuk kerjasama;

C. réncana ...
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c. rencana pembiayaan proyek dan sumber dananya; dan
d. rencana penawaran kerjasama yang mencakup jadwal,

proses dan cara penilaian.

(2) Proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan

pula ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).

4. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai
berikut:

5.

(1)

(2)

Pasal 12

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah mengevaluasi
proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Dalam hal berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) proyek atas prakarsa Badan Usaha atau Badan
Hukum Asing memenuhi persyaratan kelayakan, proyek atas
prakarsa Badan Usaha atau Badan Hukum Asing tersebut
diproses melalui pelelangan umum sesuai dengan ketentuan

dalam Peraturan Presiden ini.

Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat

(4) dan ayat (5) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a)

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 13

Badan Usaha atau Badan Hukum Asing yang bertindak
sebagai pemrakarsa Proyek Kerjasama dan telah disetujui oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah, akan diberikan

kompensasi.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
berbentuk:

a. pemberian ...



(3)

(4)

(4a)

(5)
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a. pemberian tambahan nilai;

b. pemberian hak untuk melakukan penawaran oleh Badan
Usaha atau Badan Hukum Asing pemrakarsa terhadap
penawar terbaik (right fo match), sesuai dengan hasil

penilaian dalam proses pelelangan; atau

c. pembelian prakarsa Proyek Kerjasama termasuk hak
kekayaan intelektual yang menyertainya oleh Menteri/
Kepala Lembaga/Kepala Daerah atau oleh pemenang

lelang.

Pemberian bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dicantumkan dalam persetujuan Menteri/Kepala

Lembaga/Kepala Daerah.

Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan
persetujuan  Menteri/Kepala Lembaga/Kepala  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b, tetap
wajib mengikuti penawaran sebagaimana disyaratkan dalam

dokumen pelelangan umum.

Dalam hal Pemrakarsa telah mendapatkan kompensasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a atau huruf b,
seluruh  Studi  Kelayakan  dan  dokumen-dokumen
pendukungnya serta merta beralih menjadi milik
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah tanpa memperoleh

bayaran atau kompensasi dalam bentuk apapun.

Pemrakarsa Proyek Kerjasama yang telah mendapatkan
persetujuan  Menteri/Kepala  Lembaga/Kepala  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, tidak
diperkenankan  mengikuti  penawaran  sebagaimana

disyaratkan dalam dokumen pelelangan umum.

6. Ketentuan ...



